BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masing-masing budaya yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu selalu
menampilkan suatu corak yang khas yang membedakan dengan kebudayaan lain.
Corak yang khas itu biasanya menjadi ciri pembeda yang paling signifikan yang
dapat dilihat oleh orang-orang yang berasal dari kebudayaan lain. Corak khas itu
juga merupakan sebuah identitas sosial yang melekat erat pada setiap individu
pemilik kebudayaan. Sehingga memudahkan orang dari kebudayaan lain
mengenal asal-usul individu itu tanpa harus masuk dan mempelajari
kebudayaannya.

Corak yang khas dari suatu kebudayaan yang ditampilkan keluar itu
merupakan produk dari kebudayaan itu sendiri berupa suatu unsur kebudayaan
fisik dengan bentuk yang khusus atau karena diantara pranata-pranatanya ada
suatu pola sosial yang khusus pula. Berdasarkan corak khas pembeda ini, suatu
kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan lain.

Suatu kebudayaan yang memiliki corak khas tertentu bisa diistilahkan
dengan suku bangsa atau kelompok etnik. Corak khas yang ada dalam suatu
kebudayaan itu unik karena tidak di miliki oleh kebudayaan lain. Keunikan ini
menjadi subjek peneliti yang menarik minat para antropolog dan etnolog.
Perkawinan tidak menjadi corak khas suatu kebudayaan, tetapi perkawinan juga
menjadi institusi universal karena ada dan dihidupi oleh setiap kebudayaan di
dunia. Untuk itu dalam karya ilmiah ini penulis memfokuskan diri pada
penelaahan konsep perkawinan matrilineal yang berada di wilayah kabupaten
Ngada serta menghubungkan dengan Hak asasi manusia. Konsep ini pada
dasarnya sama-sama menelaah salah satu corak khas yang bersifat universal yaitu
perkawinan matrilineal. Konsep ini membahas dan menampilkan kharakter
fundamental dari perkawinan matrilineal yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan
masyarakat di wilayah Ngada yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun

temurun.
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Dalam pembahasan karya ilmiah ini menampilkan beberapa aspek penting
dari perkawinan. Aspek itu seperti sistem kekerabatan matrilineal, lapisan sosial
masyarakat Ngada, tahapan perkawinan matrilineal dan lain sebagainya.
Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sitem
perkawinan matrilineal di wilayah kabupaten Ngada merupakan warisan budaya
yang diturunkan oleh nenek moyang dan diamanatkan oleh adat istiadat dan telah
dilaksanakan secara turun temurun sebagai bentuk penghargaan kepada kaum
perempuan sebagai pelestari kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan
perkawinan adat, juga hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan
Dongo Sa’o ini. Anak dari hasil perkawinan menurut garis keturunan ibu juga
merupakan anggota kaum dari ibunya. Sang suami tidak mempunyai hak atas
warisan dari mertuanya dan dianggap sebagai pendatang atau tamu yang
dihormati. Walaupun demikian suami berkewajiban untuk menghormati saudara
laki-laki dari istrinya serta menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk

barang-barang pusaka yang ada di dalam rumah adat sang istri.
52  SARAN

Setiap kebudayaan yang dihidupi oleh suku-suku tertentu di setiap daerah
sudah pasti memiliki corak khas sendiri yang membedakannya dengan
kebudayaan lain. Corak khas yang menjadi keunikan dari kebudayaan itu harus
selalu dipelihara dan dilestarikan secara baik oleh para pemilik kebudayaan. oleh
karena itu penulis ingin menyampaikan atau memberikan beberapa saran sebagai
berikut.

Pertama, kepada para pembaca. Dengan membaca karya ilmiah ini
diharapkan untuk semakin menyadari keberagaman kebudayaan yang ada.
keberagaman itu hendak dijadikan khazanah budaya bersama yang bisa
memperkaya satu sama lain. Keberagaman itu juga tidak boleh dilihat sebagai
sekat pembatas relasi kekrabatan diantara sesama, tetapi hendaknya menjadi nilai-
nilai moral yang bisa dipakai untuk memperindah kehidupan bersama. Untuk itu,
setiap orang mesti berusaha untuk memahami dan menghormati kebudayaan serta
menganggap budaya sendiri sebagai sumber kebenaraan mutlak yang harus diikuti
semua orang tetapi melihat keberagaman budaya sebagai sumber tatanan nilai

yang saling memperkaya kehidupan masing-masing.
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Kedua, kepada orang tua. Orang tua hendaknya menyadari tugas mereka
untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan yang syarat akan makna
kehidupan itu kepada generasi penerus. Corak khas yang dimiliki dalam
kebudayaan mesti tetap dilestarikan atau dijaga dengan cara diwariskan kepada
generasi-genrasi penerus agar budaya itu tidak hilang atau digantikan oleh
kebudayaan lain hasil dari perkembangan teknologi sekarang ini. Corak
kebudayan itu sangat penting untuk dilestarikan karena kebudayaan merupakan
identitas sosial.

Ketiga, kepada kaum muda. Kaum muda adalah penerus kebudayaan.
Untuk itu sangat diharapkan bahwa kaum muda harus mengenal budaya secara
baik yang menjadi asal-usul keberadaanya. Hubungan kekerabatan yang akan
dihidupi oleh kelompok asalnya mesti secara baik, sehingga kaum muda tidak
terjebak dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat yang bisa berakibat
pada kehancuran sistem kekerabatan yang sudah dibangun dan menjadi warisan
turun-temurun itu.

Secara khusus penulis mengharapkan kepada segenap masyarakat Ngada
untuk selalu menjaga dan mempertahankan warisan budaya dari leluhur ini.
generasi-generasi penerus harus dilibatkan dalam pelaksanaan setiap ritus-ritus
kebudayaan, agar mereka tetap ingat dan menganggap budaya itu sebagai milik
yang harus dijaga dan dipertahankan. Segenap masyarakat Ngada hendaknya tetap
berakar kuat dalam kebudayaan yang dimiliki agar tidak digoncangkan oleh

perubahan-perubahan yang akan datang dari luar dan merusak kebudayaan kita.
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